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Siyasah Al-ldariyah

Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dsebutkan bahwa pimpinan
KPK memiliki kewenangan dalam melakukan penyidikan dan sebagai penutut
umum yang bertugas melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan
eksekusi. Namun kenyataan saat ini KPK melakukan pemberhentian terhadap 57
anggota KPK yang bukan merupakan kewenangannya. Dalam konsep siyasah
al-idariyah juga telah disebutkan bahwa seorang pemimpin harus mampu
bersikap adil agar tidak terjadinya penyalagunaan kekuasaan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui tugas-tugas dan kewenangan pimpinan
KPK yang telah di atur dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dan untuk
mengetahui pandangan figh siyasah al-idariyah terhadap pemberhentian
anggota KPK oleh pimpinannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kasus pemecatan anggota KPK oleh pimpinannya yang
terjadi pada tahun 2021 tersebut bukan kewenangan pimpinan KPK, melainkan
kewenangan dari presiden. Meskipun undang-undang KPK telah mengatur
kewenangan dari KPK namun yang salah' bukanlah pemimpin KPK nya
melainkan ketentuan-ketentuan dalam undang-undang tersebut yang masih
keliru sehingga perlu direvisi kembali. Pemecatan yang dilakukan tersebut juga
bertentangan dengan putusan MK Nomor 70/PUU-XV11/2019 yang menyatakan
bahwa seluruh proses alih status tidak boleh merugikan KPK. Dalam konsep
siyasah al-idariyah kasus pemberhentian atau pemecatan yang terjadi terhadap
beberapa anggota KPK oleh pimpinan KPK pada dasarnya telah menyalahi asas
adilnya seorang pemimpin yang mana hal tersebut bertentangan dengan hakikat
seorang pemimpin karena hakikat seorang pemimpin ialah mampu bersikap adil
dalam segala sisi dan menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalitas dalam
melaksanakan tugas dan kewenangannya.
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1. Konsonan
Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab

TRANSLITERASI
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 — Nomor: 0543b/U/1987

dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan
dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi
dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan
transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf

Huruf

Huruf

Huruf

Arab Nama Latin NEIIE) Arab NETIE! Latin Nama
tidak di- | .. . te (dengan
| Alif | lambang ggskk‘:r:am‘ L gy o titik di
-kan g bawah)
zet (dengan
-« Ba |b Be L Z}a Z{ titik di
bawah)
koma
L ] T3> |t Te 4 ‘ain ‘ terbalik (di
atas)
- , es (dengan . :
<G Sla s\ titik di atas) & Gain g Ge
z Jim | j Je s Fa’ f Ef
- ha (dengan ti- | . y .
S W tikdibawah |© | |4 Ki
c Kha’ | kh ka dan ha él Kaf |k Ka
2 pal |d De J Lam || El
: - . zet (dengan -
= Z\A |z titik di atas) | © e 2
D Ra’ |r Er J Nin n En
B Zai |z Zet 9 Wau w We
B Sin |s Es o Ha’ h Ha
g Syin | sy es dan ya 3 Hamzah| * Apostrof
es (dengan ti- -
o= | S{ad | s} tik(di bgwah) : ya oy Ya
. D{a de (dengan ti-
o= g (A tik di bawah)
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2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
1) Vokal Tunggal
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau
harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin Nama
- Fath}ah a A

— Kasrah 1 |

= D{ammah i u

2) Vokal rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan
antara harkat dan.huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda Nama huruf Gabungan huruf Nama
LS Fath}ah dan ya’ ai adani
5. Fath{ah dan wau au adanu
Contoh;
— - kataba
L/j’-? - fa‘ala
//Js/ - zukira
Y - yazhabu
% - su'ila
—aS - kaifa
Jd%  -haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Nama Huruf dan Nama
huruf Tanda
TN Eth{ah ST el L a a dan garis di atas
S Kasrah dan ya’ T I dan garis di atas
e d D{ammah dan wau a u dan garis di atas
Contgh:
d\ﬁ/ - qala
wR) -ramd




d—'ﬁ, - gila
djﬂé - yaqiilu
4. Ta’ marbit}ah
Transliterasi untuk ¢@’ marbit}ah ada dua, yaitu ta’ marbit}ah hidup dan
ta’ marbit}ah mati, berikut penjelasannya:
1. Ta’ marbut}ah hidup
Ta’ marbat}ah yang hidup atau mendapat harakat fath{ah, kasrah dan
d{ammabh, trasnliterasinya adalah ‘t’.
2. Ta’ marbut}ah mati
Ta’ marbut}ah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah ‘h’.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ¢@’ marbit}ah diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah
maka ta’ marbut}ah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh

JElY 4ay)) - raud{ah al-at}fal

: ., - raudatul atfal

5y swall 4aall - gl-Madinah al-Munawwarah
- al-Madinatul-Munawwarah

aall, - T{alh{ah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda
syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan
huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

1—*—‘) - rabbana
J»¥ -nazzala

541 al-birr
2 - al-hjaij

a2 -y ‘ima
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf,
yaitu al, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata
sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah dan kata sandang yang diikuti huruf
gamariyyah.
1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyyah, ditransliterasikan
sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama
dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.



7.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf gamariyyah ditransliterasikan sesuai
aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik dikuti
huruf syamsiyyah maupun huruf gamariyyah, kata sandang ditulis
terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda
sempang.

Contoh:

Ja - ar-rajuly

sandl - as-sayyidatu

el - asy-syamsu

AQl - al-galamu
}@.\_ﬂ\ - al-badi‘u
Joal al-jalalu

Hamzah
Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof.

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata.
Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan
Arab berupa alif.

Contoh}: L.
UJJAG - ta’khuzina
;«;‘M - an-nau’
;g;& - syai’un
o) . -inna
&}93 - umirtu
JST - akala

8.

Penulisan kata
Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah.

Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan
maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain
yang mengikutinya.

Contoh:

uﬂJU‘ BYEvApl :J‘j Wa innallaha lahuwa khair ar-razigin
o L, Wa innallaha lahuwa khairurrazigin
O nalls S 158%1 5 Wa auf al-kaila wa-almizan
» _ Wa auful-kaila wal-mizan
SN V) 1brahim al-Khalil
Ibrahimul-Khalil

Xi



LM—“)U LQUM 4 eu-’ Bismillahi majraha wa mursaha
i) Fa Sle A5 walillahi ‘alan-nasi hiijju al-bait
)-’-‘-“‘ ‘\-’j\ ZLL'”-““ (R man istat}a ‘a ilaihi sabila.
Walillahi ‘alan-nasi h{ijjul-baiti
Manistat}a ‘a ilaihi sabila

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam
transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti
apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk
menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu
didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf
awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.
Contoh:

d}w,) \2” LV 1-4} Wa ma Muh{ammadun illa rasiul

,,,,,,

‘\5,)52 45-\-’ blbakkata mubarakan
Gl 4 O )—1\ Lsﬂ\ Sl e Syahru Ramad{an al-lazT unzila fih
al -Qur’anu
. .. . SyahruRamad{anal-lazi unzila fihil Qur anu
L:)..:-‘-'ﬂ\ éﬁyu 8 35 Wa lagad ra’ahu bil-ufuq al-mubin
o Wa lagad va’ahu bil-ufuqil-mubini
Ol &7y & 3 Aln{amdu lillahi rabbi al-‘alamin
Alh}amdu lillahi rabbil ‘alamin
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan
dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital
tidak dipergunakan.
Contoh:

;‘-’,)9 C—'ﬂj Al G ,)*4-’ Nas}run minallahi wa fath{un garib
[ERVES )}“y‘ & Lillahi al-amru jami ‘an
, Lillahil-amru jami ‘an
é&: ‘L.s-“‘ st-‘ A wallaha bikulli syai'in ‘alim

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman
transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan llmu Tajwid.
Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman
tajwid.
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Catatan:
Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: S{amad ibn Sulaiman.

2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Mis}r; Beirut, bukan Bayrat; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, sehingga tak dapat dipungkiri
apabila dalam segala sudut kehidupan warganya ada aturan-aturan yang berlaku.
Aturan-aturan tersebut dibuat agar adanya kesesuaian dan tidak adanya
pertentangan dalam masyarakat. Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk
memberikan perlindungan hukum bagi rakyat. Oleh karenanya, menurut
Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan
pemerintahan dilandasi oleh dua prinsip yaitu prinsip hak asasi manusia dan
prinsip negara hukum.' Dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dengan jelas bahwa negara
Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, dalam menjalankan fungsinya
sebagai sarana pengendalian dan perubahan sosial hukum memiliki tujuan untuk
menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, damai, dan adil serta ditunjang
dengan adanya kepastian hukum sehingga kepentingan-kepentingan indvidu dan
masyarakat dapat terlindungi.?

Istilah negara hukum yang dipergunakan dapat dianalogikan dengan
padanan yang dipergunakan dalam Bahasa asing pada negara-negara Eropa
Kontinental atau negara Civil law system, antara lain dalam Bahasa Belanda
dikenal dengan istilah Rechstaat yang diperlawankan dengan istilah machtstaat,
di Jerman disebut dengan istilah Rechstaat, dalam Bahasa Prancis disebut
dengan istilah Etat de Droit, dan dalam Bahasa Italia dinamakan dengan istilah

Stato di Diritto. Selain paham Rechstaat juga dikenal adanya konsep socialist

! Paulus Effendi Lotulung, Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan, (Jakarta:
Salemba Humanika, 2013), him. 9.

2 Sri Warjiyati, Memahami Dasar llmu Hukum (Konsep dasar lmu Hukum), (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2018), him. 23.
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legality yang bersumber pada paham komunis, dengan menempatkan hukum
sebagai alat untuk mewujudkan sosialisme dengan mengabaikan hak-hak
individu.® Makna yang terkandung dalam istilah-istilah tersebut adalah
menunjukkan bahwa suatu negara diselenggarakan berdasarkan hukum dan
pemerintahan dijalankan dengan aturan main hukum.*

Sebagai negara hukum, Indonesia telah menempatkan landasan yuridis
terhadap warga negaranya agar memperoleh pekerjaan yang layak, hal ini
sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945,
yaitu “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagi kemanusiaan.” Isi Pasal tersebut menjelaskan bahwa negara
menyadari arti pentingnya masalah pekerjaan bagi kelangsungan hidup manusia,
dimana untuk menjaga kelangsungan hidupnya, manusia perlu bekerja agar
dapat menghasilkan suatu imbalan berupa materi. Hal tersebut dapat dicapai
salah satunya ialah dengan adanya Pegawai Negeri sebagai warga negara, Unsur
Aparatur Negara, Abdi Negara, dan Abdi Masyarakat yang dengan penuh
kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila, UUD 1945, Negara dan Pemerintah.
Pendapat Utrecht yang dikutip oleh Muchsan dalam bukunya Hukum
Kepegawaian, bahwa negara merupakan badan hukum yang terdiri dari
Persekutuan Orang (Gemeenschaap Van Merten) yang ada karena
perkembangan faktor-faktor sosial dan politik dalam sejarah.”

Tertatanya suatu negara dengan baik tentunya tidak lepas dari peranan
pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkannya. Suatu hukum yang dibentuk
melalui proses yang demokratis merupakan acuan bagi seluruh penyelenggara
negara dan masyarakat, sehingga pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan

dapat berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Adanya aturan-aturan hukum

% La Ode Husen, Negara Hukum, Demokrasi, dan Pemisahan Kekuasaan (Makassar:
CV. Social Politic Genius, 2009), him. 4.

* Nurul Qamar, dkk, Negara Hukum atau Negara Kekuasaan (Makassar: CV. Social
Politic Genius, 2018), him. 45.

® Muchsan, Hukum Kepegawaian, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), him. 10.



yang berlaku tentunya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik sehingga
lahirnya beberapa lembaga yang diyakini dengan adanya lembaga tersebut
negara Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik, bersih dari korupsi,
kolusi dan nepotisme kedepannya. Pada tahun 2002 tepatnya pada masa
pemerintahan presiden Megawati Soekarnoputri dibentuklah sebuah lembaga
dengan nama Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi di
Indonesia.

Baru-baru ini maraknya tentang kasus pemberhentian anggota KPK oleh
pimpinan KPK menjadi perbincangan di berbagai kalangan. Peneliti Indonesian
Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai pemberhentian 51
pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melanggar Undang-
Undang KPK. Menurutnya dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019 secara administratif Komisi Pemberantasan Korupsi mestinya tunduk pada
lembaga eksekutif.

Adapun Pasal 3 UU KPK itu berbunyi: "Komisi Pemberantasan Korupsi
adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang dalam
melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari
pengaruh kekuasaan manapun™.

Namun Pasca perubahan UU KPK, tepatnya pada Pasal 3 itu
memasukkan KPK dalam rumpun kekuasaan eksekutif dan hal ini berimplikasi
pada konteks administrasi mestinya KPK itu tunduk pada eksekutif, bukan
menjadi bagian dari kekuasaan eksekutif. Kurnia menuturkan dalam UU ASN
dikatakan bahwa Presiden adalah pembina tertinggi ASN. "Kedua, Pasal 25 UU
ASN secara jelas menyebutkan bahwa Presiden adalah pembina tertinggi ASN,
dan itu pun ditabrak oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan
Pimpinan KPK.®

® https://nasional.kompas.com/read/2021/05/26/19354951/icw-nilai-pemberhentian-51-
pegawai-kpk-langgar-uu-kpk-dan-uu-asn?page=all diakses pada 06 Januari 2022, pukul 22.03
WIB.
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Sejak revisi undang-undang KPK disahkan oleh DPR pada 17 September
2019, kecaman keras datang dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu kunci
keberhasilan KPK dalam menjalankan tugasnya adalah posisinya yan bersifat
independen. Hal ini tidak dapat dibantah karena dalam posisi ini KPK dapat
bergerak bebas menindak siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi
karena tidak adanya keterikatan dengan pihak manapun. Akan tetapi, pada
tanggal 3 Mei 2021, digelar rangkaian pelaksanaan tes mengenai pengalihan
status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Para pegawai KPK
dihadapkan dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang beberapa soal
didalamnya terkesan tendensius. Al hasil sebanyak 75 orang pegawai KPK
terjaring dan dinyatakan tidak lulus dari 1.351 orang yang mengikuti tes
tersebut.’

Selanjutnya, Perihal alih status pegawai KPK menjadi ASN itu
merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang adalah
revisi dari Undang-Undang KPK. Pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 menyebutkan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
aparatur sipil negara. Presiden Joko Widodo (Jokowi) lantas menerbitkan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN). PP itu sebagai aturan turunan dari UU KPK yang ditandatangani
Presiden Jokowi pada 24 Juli 2020.%

Merujuk pada Peraturan Pemerintah tersebut, pengalihan pegawai KPK
menjadi ASN ini dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai mana yang telah

diatur dalam Pasal 4 berikut ini:

" Ados Alexander, Dibawah Bayang-Bayang Oligarki (Bogor: Guepedia, 2021), him.
135.

8 https://news.detik.com/berita/d-5560340/membedah-peraturan-kpk-soal-alih-status-
pegawai-jadi-asn diakses pada 06 Januari 2022, puku 22.06 WIB.
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(1) Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai

ASN, melalui tahapan sebagai berikut:

a.

Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan
Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi
Pemberantasaan Korupsi saat ini;

Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman
Pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi dengan jabatan ASN yang
akan diduduki;

Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasaan
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 rnenjadi PNS atau
PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Idealnya dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat harus

sesuai dengan kaidah good and clean governance dimana baik semua element

termasuk pegawai wajib menjalankan tugas dan fungsinya dengan profesional,

baik dan bersih sehingga pelayanan yang didapatkan oleh masyarakat dapat

sesuai dengan kualitas pelayanan yang diharapkan. Dan hal ini tidak hanya

berlaku bagi masyarakat saja, tetapi' juga berlaku bagi suatu pimpinan dan

bawahannya.

Dalam ajaran Islam, sikap professional itu dapat dikaitkan dengan

pengertian “itqan” yang berasal dari kata yang seakar dengan “tagwa”. Islam

meninjau bahwa setiap manusia itu harus tetap dijalan yang benar, manusia

dituntut untuk saling menasehati didalam kebenaran, hal ini juga berkaitan

dengan masalah disiplin.’

® Al-Qur’an Surah al-Ashr (103) ayat 3.



Dalam hal pemberhentian anggota KPK oleh pimpinanya perlu dikaitkan
kembali dengan sikap profesionalitas seorang pimpinan. Apakah memang sudah
menjadi kewenangan pimpinan KPK dalam urusan pemberhentian anggota atau
bukan. Karena seharusnya memang ada lembaga khusus yaitu seperti Badan
Kepegawaian Negara yang mana fokus pada pengurusan segala kasus dibidang
kepegawaian.

Adanya ketidak sesuaian antara aturan yang ada dan fakta yang terjadi
saat ini yang mana pemberhentian anggota KPK dilakukan oleh pimpinan KPK
membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut hal tersebut. Terlebih lagi
adanya benturan peraturan antara undang-undang KPK dengan undang-undang
ASN karena sejatinya suatu aturan yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan
aturan lainnya. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul
“Kewenangan Pimpinan KPK Terhadap Pemberhentian Anggotanya Ditinjau
Dari Teori Siyasah Al-ldariyah (Kajian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) .

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana kewenangan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK) dalam melakukan pemberhentian terhadap anggotanya menurut
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?
2. Bagaimana pemberhentian anggota. KPK oleh pimpinannya ditinjau

menurut siyasah al-idariyah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Untuk mengetahui tugas-tugas dan kewenangan pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) sesuai dengan yang telah di atur

dalam undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.



b. Untuk mengetahui pandangan figh siyasah al-idariyah terhadap

pemberhentian anggota KPK oleh pimpinannya.

D. Penjelasan Istilah

Berikut beberapa pejelasan kunci yang maksudnya tersebut berkaitan
dengan istilah-istilah yang hendak diteliti agar tidak terjadi kesalahpahaman
dalam menafsirkan pengertian terkait judul yang akan dibahas dalam penelitian
ini, yaitu:

1. Kewenangan
Kata kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang diartikan sebagai
hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.
Menurut Ateng Syafrudin, wewenang merupakan lingkup tindakan hukum
publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang
membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam
rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi
wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan bahwa Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi - yang selanjutnya disebut Komisi
Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan
eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.

19 Ateng Syafrudin, “Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggungjawab”, Jurnal Pro Justisia Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000,
him.22.



3. Pemberhentian
Pemberhentian adalah pemutusan hubungan kerja antara seorang atau beberapa
orang pegawai dengan perusahaan yang timbul/terjadi karena perjanjian kerja
mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai.™
Dalam hal ini pemberhentian yang dimaksud ialah pemutusan hubungan kerja

oleh pimpinan KPK terhadap anggota KPK.

E. Kajian Terdahulu

Menurut tela’ah yang telah dilakukan mengenai penelitian tentang
Kewenangan Pimpinan KPK Terhadap Pemberhentian Anggotanya Ditinjau
Dari Teori Siyasah Al-ldariyah (Kajian Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2019)” belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian, ada beberapa
tulisan yang hampir sama tetapi berbeda permasalahan yang akan diteliti,
diantaranya yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nova Hapsari dengan judul
Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Dalam Penanganan
Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini ditujukan guna mengetahui efektifitas
peran Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melaksananakn amanat ketentuan
Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK. Munculnya KPK sebagai
salah satu lembaga yang berlatar hukum tak pelak juga harus bersinggungan
dengan lembaga hukum yang lain. Karena itulah dari penelitian ini kita juga
dapat mengetahui adakah ketumpangtindihan pelaksanaan pemeberantasan
korupsi yang terjadi antara KPK, Kepolisian, serta Kejaksaan. Pemberantasan
terhadap kejahatan ini memang tidaklah mudah, sehingga mustahil jika KPK
dalam melaksanankan tugas, fungsi dan kewenangnnya tidak menemukan
hambatan apapun. Dengan demikian adanya laporan akhir tahun KPK dapat
menjadi cerminan perjalanan KPK selama tujuh tahun perjalannanya. Dalam

1 |G Wursanto, Dasar-Dasar |lmu Tata Usaha, (Jakarta: Pustaka Dian, 1988), him.
187.



konklus akhir kita akan mampu melihat manfaat adanya KPK yang menjadi
salah satu motivator lenyapnya korupsi di Indonesia.*?

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Achmad Badjuri dengan judul
Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Sebagai Lembaga Anti Korupsi
Di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan Selain menjadi agenda nasional,
pemberantasan korupsi juga merupakan agenda internasional. Keberadaan
lembaga anti korupsi memiliki nilai yang sangat strategis dan politis bagi
pemerintahan suatu negara. Saat ini persoalan korupsi bukan hanya menjadi isu
lokal, melainkan menjadi isu internasional. Bagi negara-negara sedang
berkembang, keberhasilan menekan angka korupsi merupakan sebuah prestasi
tersendiri. Hal ini akan berdampak pada arus investasi asing yang masuk ke
negara tersebut. Negara-negara dengan tingkat korupsi tinggi tentunya akan
kehilangan daya saing untuk merebut modal asing yang sangat dibutuhkan oleh
negara yang sedang berkembang. Negara-negara maju dan lembaga donor
internasional sangat menaruh perhatian terhadap peringkat korupsi yang
dikeluarkan oleh lembaga survei internasional seperti Transparancy
International dan PERC. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia sangat memberi
perhatian serius dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satu upayanya
adalah membentuk lembaga anti korupsi yang diberi nama KPK.*®

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Narto Kurniawan dengan judul
Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia Dan Hukum
Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami sanksi sanksi
pidana terhadap kejahatan tindak pidana Kkorupsi, dari sisi hukum positif
Indonesia dan dari sisi hukum pidana Islam atau yang lebih dikenal dengan

sebutan Figh Jinayah Sehingga perbedaan apa saja yang dapat dilihat dari kedua

12 Nova Hapsari, Peranan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Penuntut Dalam
Penanganan Tindak Pidana Korupsi, (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2010),
him. 13.

Bhttp://perpustakaan.bldk.mahkamahagung.go.id/index.php?p=show _detail&id=6627&
keywords= diakses pada 29 Mei 2022, pukul 15.40 WIB.
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sisi hukum ini, baik dari definisi nya, maupun solusi dalam menanggulangi
kasus tindak pidana korupsi, peran dan gambaran seperti apa yang ditawarkan
oleh hukum Islam Dari hasil penelitian yang telah dilakukan penulis, diperoleh
hasil bahwa penerapan sanksi yang dijatuhkan di hukum positif Indonesia itu
masih banyak keraguan karena sanksi yang bersifat tertulis saja masih berbeda
dengan faktanya, jika kita melihat penerapan sanksi yang ada di hukum Islam
yang dimana mayoritas penduduknya beragama Islam itu lebih tepat dan sanksi
yang diberikanpun mempunyai kesan yang sangat sesuai dengan tindak pidana
yang dilakukan.**

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Bella Novella Anggella Putri
dan Djoko Purwanto dengan judul penelitian Kedudukan Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan KPK dalam sistem
ketatanegaraan Indonesia pasca putusan Mahkamah Konstitusi nomor 36/PUU-
XV/2017 bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga yang
berada di bawah naungan eksekutif, yang secara khusus disebutkan di dalam
konsideran Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang KPK yang
menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga
sementara untuk melaksanakan tugas Kepolisan dan Kejaksaan yang belum
berfungsi secara optimal efektif dan efisen. Serta bersifat Adhoc dimana Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga sementara yang keberadaannya
tergantung terhadap kebutuhan negara, jika keberadaannya sudah tidak lagi
maka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa dihapus dari kelembagaan

negara.”

% Narto Kurniawan, Sanksi Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Positif Indonesia
Dan Hukum Islam (Palembang: Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019), him. 7.

> Bella Novella Anggella Putri dan Djoko Purwanto, Kedudukan Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Sistem Ketatanegaraan Negara Republik Indonesia
(Surabaya: Universitas Negeri Jember, 2019), him. 7.
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Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sariman Damanik dengan judul
Kedudukan Dan Kewenangan KPK Dalam Struktur Ketatanegaraan Republik
Indonesia (Studi Komperatif Antara Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
Revisi Kedua Dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002). Berdasarkan
perkembangan muncul polemik apakah KPK sebagai bagian eksekutif atau
yudikatif, Polemik yang ada mengenai perubahan undang undang komisi
pemberantasan korupsi tidak hanya sebatas kedudukan KPK saja namun
terdapat polemik mengenai kewenangan KPK yang di pangkas, sehingga
muncul beberapa pendapat yang mengatakan dapat melemahkan komisi
pemberantasan korupsi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Dari
penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat perbedan yang signifikan
kedudukan dan kewenangan komisi pemberantasan korupsi pada Undang-
Undang Nomor 30 tahun 2002 dan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019.
Perbedaan pendapat diantara para ahli Tata Negara, beberapa ahli menyatakan
kesepakatan atas perubahan undang-undang komisi pemberantasan korupsi
sebagai langkah penguatan lembaga itu sendiri, namun beberapa ahli berbeda
pandangan akan hal tersebut, bahkan sebaliknya perubahan undang-undang
komisi pemberantasan  korupsi  sebagai langkah pelemahan komisi

pemberantasan korupsi dari kedudukan dan kewenangannya.*®

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan
tujuan tertentu, yang berarti bahwa setiap kegiatan penelitian itu didasarkan
pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional berarti
kegiatan penelitian penalaran manusia. Empiris berarti cara-cara yang dilakukan
itu dapat diamati oleh indera manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan
mengetahui cara-cara yang digunakan. Sistematis artinya, proses Yyang

16 Sariman Damanik dengan judul Kedudukan Dan Kewenangan KPK Dalam Struktur
Ketatanegaraan Republik Indonesia (Pekanbaru: UIN Sultan Syarif Kasim, 2020), him. 1.
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digunakan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu yang
bersifat logis.'” Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan hukum normatif.
1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu
pendekatan hukum normatif yaitu suatu studi dokumen menggunakan berbagai
data sekunder baik itu yang berasal dari peraturan perundang-undangan,
keputusan pengadilan, teori hukum, dan lain sebagainya. Pendekatan hukum
normatif juga dikenal dengan istilah studi dokumen karena penelitian ini
dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau
bahan-bahan hukum yang lain.*®. Adapun penelitian ini dikaji secara normatif
dengan cara mempelajari lingkup dan materi ketentuan-ketentuan dalam
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitiannya ialah penelitian kepustakaan (library research)
yaitu studi yang mempelajari berbagai- buku referensi serta hasil penelitian
sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori
mengenai masalah yang akan diteliti.'® Artinya penelitian ini di kaji dengan
jenis penelitian perpustakaan yang berfokus pada buku-buku atau bahan

dokumen lainnya dengan menggunakan pola penelitian deskriptif, yaitu suatu

7" Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan
R&D. (Bandung: Alfabeta, 2013), him. 3.

18 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2004), him. 14.

19 Jonathan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, (Yogyakarta: Graha
Ilmu, 2006), him. 15.
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pola yang berusaha menjelaskan suatu peristiwa berdasarkan data-data atau
pernyataan bukan dengan angka. Dan data tersebut diperoleh dari permasalahan-
permasalahan yang terjadi sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
3. Sumber Data
a. Data Primer
Data primer dapat dipahami sebagai bahan dasar sebuah data yang
diperoleh secara langsung dari sumber dan diberikan kepada pengumpul atau
peneliti terkait dengan permasalahan yang akan dibahas.’® Data primer yang
digunakan dalam penelitian ini di antaranya yaitu:
1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara; dan
4. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2020 tentang
Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang
yang melakukan penelitian ‘dari sumber-sumber yang telah ada.?’. Pada
penelitian ini data sekunder yang akan digunakan bisa bersumber dari berbagai
referensi yang ada, namun tetap sesuai dengan permasalahan penelitian seperti:
1. Jurnal;
2. Artikel;
3. Berita-berita aktual,

20 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2006), him. 30.

2 M. Igbal Hasan, Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,
(Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), him. 58.
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4. Penelitian terdahulu.
4. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah teknik Studi
Dokumentasi (Literature Study), yaitu salah satu metode pengumpulan data
kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh
subjek sendiri atau oleh orang lain yang berhubungan dengan masalah yang
diteliti.
5. Objektivitas dan Validitas Data
Objektivitas dan Validitas Data dapat diketahui lewat uji:
a. Kredibilitas, sehingga dapat dipercaya;
b. Transferabilitas, artinya dapat digeneralisasi atau ditransfer kepada
konteks yang lain;
c. dependabilitas, yaitu keterulangan;
d. komfirmabilitas, artinya bisa dikomfirmasikan oleh orang lain.
6. Teknik Analisis Data
a. Reduksi data
Ketika data-data yang dibutuhkan telah ada, selanjutnya ialah mengumpulkan
data-data tersebut untuk dijadikan suatu teama yang kemudian di bentuk dan
dikelompokkan menjadi sebuah rangkaian hasil temuan dalam penelitian yan
dilakukan. Adapun data kepustakaannya akan dirangkum dengan cara melihat
dan memilah hal-hal pokok dan fokus pada hal-hal penting sesuai dengan peta
penelitian.
b. Penyajian data
Penyajian data dalam penelitian ini meliputi kategori klasifikasi yang kemudian
disusun kedalam sistem yang sesuai dengan pola dan peta penelitian.
c. Penyimpulan
Pada bagian ini diperlukannya Analisa agar diketahui adanya penyimpangan
dalam permasalahan yang dikaji atau tidak. Metode analisis yang digunakan

dalam penelitian ini adalah metode induktif, yaitu suatu metode yang
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menguraikan contoh-contoh kongkrit terlebih dahulu, kemudian baru
dirumuskan menjadi suatu kesimpulan yang dikaji melalui fakta dan proses yang
ada.
7. Pedoman Penulisan
o Al-Qur’an dan terjemahannya;
e Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Edisi
Revisi Tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Bab satu merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang
masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan istilah,
kajian pustaka, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Pada bab dua membahas konsep siyasah al-idariyah yang terdiri dari sub
bagian pengertian siyasah al-idariyah, kewenangan pimpinan lembaga dalam
Figh al-idariyah serta profesionalisme kerja dalam Konsep Figh siyasah al-
idariyah.

Selanjutnya pada bab tiga akan dibahas tentang hasil penelitian yang
diperoleh yaitu tentang kewenangan pimpinan KPK dalam pemberhentian
anggotanya, yang sub bagiannya terdiri dari eksistensi KPK, kewenangan
pimpinan KPK dalam pemberhentian anggotanya, kronologi pemberhentian
anggota KPK oleh pimpinannya, pemberhentian anggota KPK oleh pimpinan
dalam tinjauan siyasah al-idariyah, dan Siyvasah Syar’iyyah dalam Pelaksanaan
Undang-Undang.

Bab empat atau bab penutup akan diuraikan terkait kesimpulan yang
diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Selain itu juga akan

diungkapkan beberapa saran yang diperlukan.



BAB DUA
KONSEP SIYASAH AL-IDARIYAH

A. Pengertian Siyasah Al-ldariyah

Siyasah berasal dari bahasa Arab sasa-yasusu-siyasatan yang berarti

mengatur, mengurus, dan memerintah. Sedangkan menurut bahasa, siyasah

didefinisikan sebagai mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat

kebijaksanaan pemerintahan dan politik.?? Secara terminologis, siyasah dalam

lisan al-arab berarti mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa

kepada kemaslahatan. Siyasah adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan

tugas dalam negeri dan luar negeri serta kemasyarakatan yakni mengatur tentang

kehidupan umum atas dasar keadilan dan kemaslahatan.

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fiqih tentang asal usul

kata siyasah, diantaranya seperti:

a.

Al-Magqrizy, menurutnya Kata siyasah berasal dari bahasa Mongol yakni
dari kata yasah yang mendapat imbuhan sin berbaris kasrah diawalnya
sehingga dibaca siyasah. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab
undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul /lyasa yang berisi
panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi

pelaku pindak pidana tertentu.

. Menurut Ibn Taghri Birdi, Siyasah berasal dari campuran dari tiga

bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel Si dalam
Bahasa Persia berarti 30, yasa dalam bahasa Turki dan Mongol berarti
larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknaisebagai hukum atau
aturan.

Ibnu Manzhur menyatakan siyasah berasal dari Bahasa Arab, yakni
bentuk dari tashrifan kata sasa-yasusu-siyasatan, yang semula berarti

mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda.

him. 4.

22 Abdul Wahab Khallaf, 4/-Siyasat Al-Syar’iyat (Al-Qahirah: Dar Al-Anshar, 1977),
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Siyasah ini dikenal pula dengan istilah siyasah syar’iyyah. Siyasah yang
secara istilah memiliki berbagai arti seperti beberapa pandangan ahli berikut ini:

a. Menurut Imam al-Bujairimi siyasah syar’iyyah berarti Memperbaiki
permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah
mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap
pemerintahan.

b. Kementerian Wakaf Kuwait mendefinisikannya sebagai salah satu
bentuk memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada
mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu
sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.

c. Imam Ibn ‘Abidin menyatakan bahwasiyasah syari’yyah merupakan
suatu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada
jalan  yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di
akhirat. Sivasah berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara
umum, baik secara lahir, maupun batin.

d. Abdul Wahab Khallaf memaknai sivasah syar’iyah sebagai bentuk
pengelolaan masalah umum bagi Negara bernuansa Islam yang
menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan
dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat
yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam
mujtahid.

Pada prinsipnya, definisi yang dikemukakan oleh para ahli-ahli yang
tersebut diatas memiliki banyak persamaan. Siyasah berkaitan dengan mengatur
dan mengurus manusia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara dengan
membimbing mereka kepada kemaslahatan dan menjauhkannya dari
kemudharatan.

Hasbi membagi ruang lingkup figh siyasah menjadi 8 bagian yaitu:

1. Politik pembuatan perundang-undangan

2. Politik hukum



Politik peradilan

Politik moneter/ekonomi

Politik adminitrasi

Politik hubungan internasional

Politik pelaksanaan perundang-undangan

© N o g &~ w

Politik peperangan.?
Berbeda dengan Al-Mawardi, menurutnya ruang lingkup kajian figh
siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang:

1. Siyasah dusturiyah (peraturan perundang-undangan)

Siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah yang membahas masalah
perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain konsep-
konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-
undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-
undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam
perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep
negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan
warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.

2. Siyasah maliyah (ekonomi dan moneter)

Siyasah maliyah merupakan salah satu bagian dari siyasah yang
mengatur sistem politik ekonomi Islam melalui aspek pendapatan dan
pengeluaran negara yang -sesuai ''dengan kemaslahatan umum tanpa
menghilangkan hak individu dan menyia-nyiakannya.

3. Siyasah qadhaiyah (peradilan)
Siyasah gadhaiyyah merupakan sebuah lembaga peradilan yang dibentuk

untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan putusan berdasarkan hukum

2 Hasbi ash-Shiddiqy, Pengantar Siyasah Siyari’iyah, (Y okyakarta: Madah, ttp), him. 8.



Islam. Kasus-kasus yang ditangani ini adalah kasus yang timbul dalam
kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat muslin dan non muslim.?*

4. Siyasah harbiyah (hukum perang)

Siyasah harbiyah adalah pengaturan oleh pemerintah menyangkut
peperangan antara lain seperti dasar-dasar diizinkannya Dberperang,
pengumuman perang, etika perang, tawanan perang, dan gencatan senjata.

5. Siyasah idariyah (adminsitrasi Negara)

Kata ldariyah berasal dari bahasa Arab yakni masdar dari kata adara,
asy-syay ‘ayudiru, idariyah yang berarti mengatur atau menjalankan sesuatu.®
Sedangkan menurut istilah, banyak pakar yang mendefinisikan sebagai hukum
administrasi. Dalam arti lain administrasi adalah proses kerjasama antara dua
orang atau lebih yang di dasarkan atas rasionalisasi tertentu untuk mencapai
suatu tujuan di dalam Islam. Administrasi mempunyai persaman dengan diwan.
Alur kerja diwan sama dengan definisi administrasi negara yaitu menjalankan
proses pemerintahan, dan diwan sendiri di bagi menjadi 4 bagian, yaitu:

a. Diwan yang berhubungan dengan sistem Rekruitmen dan penggajian
tentara;

b. Diwan yang berhubungan dengan rincian tugas dan pekerjaan para
pengawas negara, tempat dan wilayah kewenanganya serta sistem
penggajian dan pemberian tunjangan kepada mereka;

c. Diwan yang berhubungan dengan pengangkatan dan pemberhentian
pegawai; dan

d. Diwanyang berhubungan dengan pengaturan (pemasukan dan
pengeluaran) keuangan dalam Bait al-Mal.

Pada abad modern, siyasah al-idariyah merupakan salah satu cara yang

digunakan untuk mencapai pemerintahan yang baik. Kajian dari siyasah al-

24 Cik Hasan Basri, Peradilan Agama di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
2003), him. 2.

2 Al-Qabtahi dan Muhammad Abduh, Ushul al-ldariyah asy-Sayariyah (Bayt ats-
Tsagifah, cetakan I, 2003), him. 7.



idariyah ini adalah terkait dengan pemerintahan yang mencakup tentang

kewenangan, organ-organ, dan badan pemerintahan. Dalam Islam, Nabi

Muhammad SAW merupakan otoritas pemegang kekuasaan yang pertama di

mana pada saat itu, nabi berperan sebagai kepala Negara sekaligus sebagai

kepala pemerintahan. Salah satu hal yang perlu diteladani dari sifat Rasul adalah

mengenai sifat-sifat Nabi Muhammad SAW vyaitu:

1.

Siddiq (benar), artinya setiap perkataan yang diucapkan oleh rasul
sifatnya benar, baik benar dalam menyampaikan wahyu yang bersumber
dari Allah SWT maupun benar-benar dalam perkataan-perkataan yang
berhubungan dengan persoalan dunia. Maka dari itu mustahil bagi rasul
untuk bersifat khizib (dusta).

Amanah (dapat di percaya), artinya para rasul selalu menjaga diri dari
segala perbuatan dosa untuk menjaga kepercayaan umat pada dirinya.
Dengan demikian mustahil bagi rasul bersifat khianat.

Tabligh (menyampaikan wahyu Allah SWT). Untuk menjalankan tugas
kenabiannya seorang rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang harus
disampaikan kepada umat manusia. Wahyu yang disampaikan tersebut
dapat berupa pengetahuan, pedoman, maupun syariat serta risalah
kenabian yang lain. Mustahil padanya bersifat menyembunyikan.

Fatanah (cerdas, pandai, bijaksana). Sebagai utusan Allah SWT untuk
manusia, para rasul- mampu  memahami persoalan umat serta
memberikan solusinya. Maka dari itu mustahil bila mereka memiliki sifat
baladah (bodoh).

Dalam figh siyasah al-idariyah, sumber-sumber siyasah al-idariyah

dibagi dalam 2 kategori, yaitu:

1.
2.

Sumber hukum vertikal, yakni Al-Qur’an dan hadist;
Sumber hukum horizontal, yaitu sumber hukum yang berasal dari

manusia dan lingkungannya, seperti pendapat para ahli, cendikiawan,



ulama, sumber berupa sejarah kehidupan manusia, peraturan yang dibuat
oleh penguasa, serta pengalaman dan hukum adat.?®

Figh siyasah al-idariyah merupakan bagian dari figh siyasah dusturiyah

yang pada dasarnya terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu:

1. Bidang siyasah tasri’iyah, termasuk di dalamnya persoalan ahlu halli
wal aqdi, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non
muslim di dalam satu Negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-
undang, peraturan pelaksana, peraturan daerah dan sebagainya.

2. Bidang siyasah tanfidiyah, termasuk di dalamnya persoalan imamah,
persoalan bai 'ah, wuzarah, waliy al-ahdi dan lain-lain.

3. Bidang siyasah qadla’iyyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah
peradilan.

4. Bidang siyasah idariyah, termasuk di dalamnya masalah-masalah

administratif kepegawaian.?’

B. Kewenangan Pimpinan Lembaga dalam Figh Al-ldariyah
Dalam konsep siyasah al-idariyah pemimpin disebut dengan imam,
amir, dan beberapa istilah lainnya. Istilah amir digunakan untuk gelar bagi
jabatan-jabatan penting yang bervariasi dalam sejarah pemerintahan Islam
dengan sebutan yang beragam pula seperti amir al-mu ‘minin, amir al-muslimin,
amir al-umara’, dan amir saja. Menurut - Al- Mawardi, yang menjadi

kewenangan seorang pimpinan diantaranya ialah sebagai berikut:
a. Memelihara agama, dasar-dasar yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang

telah disepakati oleh ulama salaf;

%6 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam
Perspektif Fikih Siyasah (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), him. 240.

" H. A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), him. 48.



b. Mentahfidzkan hukum-hukum di antara orang-orang yang bersengketa
dan menyelesaikan perselisihan, sehingga keadilan terlaksana secara
umum;

c. Memelihara dan menjaga keamanan agar manusia dapat dengan tentram
dan tenang berusaha mencari kehidupan, serta dapat berpergian dengan
aman tanpa ada gangguan terhadap jiwanya dan hartanya;

d. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar
hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan dan kerusakan;

e. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak
berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim
yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (mu’ahid);

f. Memerangi orang-orang yang menentang Islam setelah dilakukan
dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak
pula jadi kafir dzimi;

g. Memungut fay dan sedekah-sedekah sesuai dengan ketentuan syara’ dan
dasar nash atau ijtihad tanpa ragu-ragu;

h. Menetapkan kadar-kadar tertentu pemberian untuk orang-orang yang
berhak menerimanya dari baitulmal dengan wajar serta membayarkannya
pada waktunya;

i. Menggunakan orang-orang yang dapat di percaya dan jujur di dalam
meyelesaikan tugas-tugas serta menyerahkan pengurusan kekayaan
Negara kepada mereka, agar pekerjaan dapat dilaksanakan oleh orang-
orang yang adil, dan harta Negara di urus oleh orang yang jujur;

J.  Melaksanakan senidiri tugas-tugasnya yang langsung didalam membina
umat dan menjaga agama.”®
Apabila kewenangan-kewenangan tersebut dikaitkan dengan magasidu

syariah, tugas dan kewenangan seorang pimpinan tidak terlepas dari hal-hal

berikut ini:

28 1hid, him.61-62.



a. Yang dharuri meliputi hifdh al-din, hifdh al-nafs, hifdh al-nasl/iridl, dan
hifdh al-mal serta hifdh al-ummah, dalam arti yang seluas-luasnya,
seperti di dalam hifdh al-mal termasuk didalamnya mengusahakan
kecukupan sandang, pangan, dan papan, disamping menjaga agar jangan
terjadi gangguan terhadap kekayaan.

b. Hal-hal yang bersifat haaji, yang mengarah kepada kemudahan-
kemudahan di dalam melaksanakan tugas.

c. Hal-hal yan taksini, yang mengarah kepada terpeliharanya rasa
keindahan dan seni dalam batas-batas ajaran Islam.?

C. Profesionalisme Kerja dalam Konsep Figh Siyasah Al-ldariyah
Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Profesional
berarti melakukan sesuatu sebagai pekerjaan pokok yang disebut profesi, yang
artinya pekerjaan tersebut bukan pengisi waktu luang atau sebagai hobi belaka.
Profesi sendiri diartikan sebagai pandangan untuk selalu berfikir, berpendirian,
bersikap dan bekerja sungguh-sungguh, kerja keras, bekerja sepenuh waktu,
disiplin, jujur, loyalitas tinggi dan penuh dedikasi demi keberhasilan
pekerjaannya. Istilah profesional secara umum dapat diartikan sebagai bentuk
dari melakukan sebuah pekerjaan secara total dan menurut aturan-aturan yang
berlaku. Profesionalisme dalam Islam merujuk kepada penunaian segala bentuk
amanah yang telah di pertanggung jawabkan kepada seseorang dengan ikhlas
dan semata-mata hanya untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT serta
senantiasa melakukan yang terbaik sebab dalam Islam sikap profesional tersebut
didasari oleh 3 aspek utama yaitu iman, islam dan ihsan. Seseorang yang bekerja
secara profesional akan memegang teguh syariat Islam dalam segala amalan

mahdah ataupun ghayru mahdah.*

29 |bid, hlm.63.

%Budi Rajab, Profesionalisme Dalam Peralihan Peradaban, (Jakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 2012), him. 17.



Sikap profesional dalam bekerja merupakan hal yang sangat dituntut
agar dapat membawa sebuah lembaga atau organisasi baik negeri maupun
swasta mencapai tujuan yang telah digariskan. Begitu pulahalnya dalam Islam
dimana salah satu bentuk professional kerja yang dicontohkan oleh Rasulullah
pada saat perang Uhud. Kemenangan pada awalnya menjadi milik kaum
muslimin. Karena harta, kondisi semula menjadi terbalik, kaum musyrikin
berhasil mengepung barisan kaum muslimin. Peristiwa tersebut merupakan
sebuah pelajaran dan pengalaman yang sangat pahit bagi umat Islam karena
mereka telah melalaikan amanah yang diberikan Rasulullah dan tidak
professional dalam bekerja akibat terpengaruh pada sesuatu yang bersifat
duniawi yaitu godaan harta benda.

Dalam konteks pekerjaan, Islam menuntut setiap umat manusia untuk
bekerja, berusaha mencari rezeki untuk keperluan diri dan keluarga. Islam juga
menyatakan bahawa sesuatu kerja, usaha, ataupun perniagaan yang halal
merupakan tugas yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia. Maka apabila
seseorang itu menjalankan tugasnya ataupun bekerja, dengan sendirinya berarti
bahwa seseorang itu sedang menuikan amanah Allah. Setiap kerja yang halal
diridhai oleh Allah SWT dan disertai dengan niat sebagai ibadah.** Dalam hal
pekerjaan tentunya ada seorang pemimpin. Pemimpin sendiri berarti orang yang
memimpin kelompok dua orang atau lebih, baik organisasi atau keluarga.
Adapun terkait kepemimpinan dalam Islam, syarat-syarat yang harus dipenuhi
untuk menjadi pemimpin (imam) ialah:

a. Islam;
Laki-laki;
Mukallaf;
Berilmu;
Adil;

Mampu; dan

o
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31 Muhammad Said, Pengantar Ekonomi Islam, (Pekanbaru: Suska Press, 2008), him. 8



g. Selamat pancaindranya dan anggota badannya.

Menurut Ibnu Khaldun, syarat menjadi imam hanya 4 saja, yaitu:
Memiliki ilmu pengetahuan;

Adil;

Mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan; dan

e o T @

Sehat jasmani dalam arti pancaindranya dan anggota badan lainnya.*
Menurut Imam Munawir hal-hal yang harus dimiliki oleh seorang
pemimpin yaitu:

a. Adil dan jujur, artinya dunia tidak akan menjadi aman, tentram, damai,
dan makmur apabila keadilan tidak merata dalam hubungan-hubungan
kemanusiaan disegala bidang. Menurut Islam, hidup berdampingan agar
aman dan tentram ketika keadilan ditegakkan karena semua dasar-dasar
toleransi, kemerdekaan dan lain-lain hanya akan dapat hidup dibawah
lindungan keadilan. Walaupun Allah SWT menciptakan manusia dengan
berbagai macam bentuk, ras, jenis kelamin, bangsa, suku, dan lainnya
tetapi manusia senantiasa harus saling mengenal antara satu dengan yang
lainnya karena Islam mengajarkan manusia menjadi umat yang bersatu
dan ditengah keberagaman tersebut tentunya diperlukan pemimpin yang
adil.

b. Bijaksana dalam menyelesaikan masalah, ketika seorang pemimpin
dihadapkan dengan berbagai masalah, ia harus dapat bersikap bijaksana,
sebab tanpa adanya kebijaksanaan, maka keselamatan dan keutuhan
umat akan terancam. Maka dari itu seorang pemimpin harus menetapkan
posisi yang netral serta mampu menyelesaikan pesoalan-persoalan atau
perselisihan pendapat secara tuntas.

c. Berpandangan luas serta tidak fanatik golongan, seorang pemimpin yang

berpandangan luas dapat mempertemukan pendapat yang berbeda dan

%2 H. A. Djazuli, Figh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu
Syariah (Jakarta: Kencana, 2003), him. 72-73.



mampu memberi jalan keluar saat terjadinya masalah serta memberikan
harapan yang terbaik untuk masyarakat agar masing-masing merasa puas
dengan pendapatnya itu.

d. Wibawa dan disegani oleh semua golongan, dengan adanya sikap
kewibawaan dalam memimpin akan menimbulkan kepatuhan dalam
kehidupan bermasyarakat. Kewibawaan tersebut timbul karena seorang
pemimpin memiliki kekuatan moral dan ilmu pengetahuan yang jelas.
Kewibawaan pada seorang pemimpin tercermin dalam akhlaknya ia
selalu memiliki sikap adil terhadap semua golongan tanpa membeda-
bedakan.

e. Lebih mementingkan kepentingan umat dari pada kepentingan golongan,
Sebagai pemimpin umat, seorang pemimpin harus mampu merumuskan
kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan kepentingan
golongan. Bila pemimpin itu sudah disukai oleh para umatnya, maka
usaha pengembangan kearah mana saja akan dipatuhinya. Sebab ia sudah
membuktikan loyalitas terhadap umat yang dipimpinnya.®
Menurut konsep figh siyasah al-idariyah, sikap professional itu dapat

dikaitkan dengan pengertian “itqgan” yang berasal dari kata yang seakar dengan
“taqwa”. Islam meninjau bahwa setiap manusia itu harus tetap dijalan yang
benar, manusia dituntut untuk saling menasehati didalam kebenaran, hal ini juga
berkaitan dengan masalah disiplin. Seseorang yang bekerja seceara professional
akan memegang teguh syariat Islam, baik itu amalan yang bersifat mahdah
maupun yang ghayr mahdah. Jadi tidak ada yang dapat dipisahkan dari ajaran
Islam tersebut.** Dalam Surat al-Ashr ayat 3 dijelaskan mengenai pentingnya

bersikap professional, yang berbunyi:

%% Alwahdi Ilyas, Manajemen Dakwah Kajian Menurut Al-Qur’an, (Yogyakarta:
Penerbit Pustaka Belajar, 2001), hlm. 72.

% Budi Rajab, Profesionalisme Dalam Peralihan Peradaban, (Jakarta, Gramedia
Pustaka Utama, 2012), him. 17.
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Artinya: “kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan
nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya
menetapi kesabaran”

Sikap profesional dalam bekerja ini sangat penting karena Allah SWT
mencintai mereka yang bekerja dengan professional. Hal ini sesuai dengan
sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan ole Baihaqi dari Aisyah R.A yang
artinya Sesungguhnya Allah SWT mencintai jika seorang dari kalian bekerja,
maka ia itqgan (professional) dalam pekerjaannya. Hadist tersebut menjelaskan
bahwa Islam adalah agama yang meletakan dan menekankan nilai-nilai
profesionalitas dalam setiap pekerjaan yang dilakukan oleh umatnya. Gagasan
yang terkandung dalam ajaran keagamaan merupakan titik tolak untuk
melakukan suatu tindakan terhadap sesama manusia, lingkungan sekitarnya dan
ciptaan Tuhan lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari setiap manusia selalu
berusaha meningkatkan faktor-faktor yang dapat memenuhi keinginan dan
kebutuhan atas dirinya sendiri, walaupun faktor-faktor tersebut sangat sulit
memperolehnya dengan jalan yang jujur dan benar.

Dalam hal pemberhentian anggota KPK oleh pimpinannya perlu dikaitkan
kembali dengan sikap profesionalitas seorang pimpinan. Sebab setiap pimpinan
harus memberikan contoh yang baik kepada setiap anggotanya. Selain itu,
seorang pimpinan juga harus mampu bersikap adil sebab setiap orang memilik
hak dan berhak diperlakukan dengan perlakuan yang sama tanpa dibeda-
bedakan. Sehingga perlu ditelusuri kembali dalam pemberhentian anggota KPK
tersebut apakah pemberhentiannya itu kewenangan pimpinan KPK atau bukan.

D. Siyasah Syar’iyyah dalam Pelaksanaan Undang-Undang
Siyasah dusturiyah adalah bagian figh siyasah syar’iyah yang membahas
masalah perundang-undangan negara. Dalam hal ini juga dibahas antara lain

konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya



perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan
undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting
dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas
konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara
pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib
dilindungi.®®

Pada dasarnya, penggunaan kata dustur sama dengan constitution dalam
Bahasa Inggris, atau undang-undang Dasar dalam Bahasa Indonesia, kata-kata
“dasar” dalam Bahasa Indonesia tidaklah mustahil berasal dari kata dustur.
Sedangkan penggunaan istilah figh dusturi, merupakan untuk nama satu ilmu
yang membahas masalah-masalah pemerintahan dalam arti luas, karena di dalam
dustur itulah tercantum sekumpulan prinsip-prinsip pengaturan kekuasaan di
dalam pemerintahan suatu negara, sebagai dustur dalam suatu negara sudah
tentu suatu perundang-undangan dan aturan-aturan lainnya yang lebih rendah
tidak boleh bertentangan dengan dustur tersebut.

Dalam siyasah syar’iyyah, mekanisme operasional pemerintahan dan
ketatanegaran mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah. Islam sebagai landasan
etika dan moral direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara. Negara adalah organisasi bangsa untuk mencapai tujuannya. Oleh
karena itu, bagi setiap Muslim negara adalah alat untuk merealisasikan
kedudukannya sebagai hamba Allah dan mengaktualisasikan fungsinya sebagai
khalifah Allah, untuk mencapai keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan
ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi sesama manusia dan alam lingkungannya.
Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era klasik,
menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya State, Politics, and Islam, menekankan
tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni adanya masyarakat

Muslim (ummah), hukum Islam (syari’ah), dan kepemimpinan masyarakat

%5 Muhammad Igbal, Figh Siyasah ,Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014), him. 177.



Muslim (khilafah). Sedangkan sumber hukumnya ialah Al-Qur’an, hadist-hadist
Nabi, kebijakan-kebijakan masa Khulafaurrasyidin, hasil ijtihad para ulama,dan
adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an
dan hadist.*

1. Siyasah Syar’iyyah Terhadap Negara Islam

Dalam literatur Islam, Hukum Politik Islam atau sering disebut dengan
Figh Siyasah/Siyasah Syar’iyyah adalah bagian dari figh muamalah yang sangat
dinamis dan berkembang secaracepat. Banyak yang tidak sadar bahwa ijma’
pertama yang terjadi dalam sejarah figh para sahabat justru dalam bidang figh
siyasah bukan figh ibadah atau lainnya. CSebelum ilmu figh dan kaedah-kaedah
ushul figh disusun pada abad kedua hijriyah,para khulafa al-rasyidin dan sahabat
yang lain bukan hanya menyadari pertingnya arti kepemimpinan dan
pemerintahan dalam Islam, tetapi langsung menerapkannya dalam dunia nyata
hanya beberapa saat sepeninggalnya rasulullah saw.

Atas dasar ini, Harun Nasution menyatakan bahwa sejarah politik dan
ketatanegaraan merupakan studi yang penting dalam Islam. Karena sejarah
Islam pada hakikatnya adalah sejarah negara yang corak dan bentuknya berubah
menurut perkembangan zaman. Penulis buku Teori Politik Islam Dhiyauddin
Rais juga menegaskan bahwa penyelenggaraan negara dengan menjalankan
hukum Islam adalah fakta sejarah yang tak terbantahkan karena itu merupakan
esensi agama Islam sepanjang sejarah politiknya. Penerapan syariat Islam dan
penyiapan segala bentuk sistem aturan maupun lembaga yang mendukungnya
adalah bagian dari memelihara agama dan umat ( 4<% 58 a g ¢ 23 Bé 2) serta
demi merealisasikan kemashlahatan umum.*’

Seara sederhana, hukum politik Islam memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

*® H. A. Djazuli, Figh Siyasah ,Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu
Syariah, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 49.

" Mutiara Fahmi, “Prinsip Dasar Hukum Politik Islamdalam Perspektif Alquran”,
Jurnal Petita Vol 2, No,1, 2017, him.34.



a. Berorientasi kemaslahat individu dan umat;

b. Berlandaskan ideologi agama;

c. Memiliki aspek tanggungjawab akhirat;

d. Adanya seni dan kreasi penguasa dalam pengaturan pemerintahan

maupun perundang-undangan meski tidak diatur secara eksplisit dalam

Alguran dan hadist;

e. Siyasah yang diinginkan adalah yang bersumber dari syariat agama dan
bukan politik atas dasar kepentingan, kezaliman maupun kecurangan.®
Menurut Islam, mekanisme operasional pemerintahan dan ketatanegaran

mengacu pada prinsip-prinsip syari’ah. Islam sebagai landasan etika dan moral
direalisir dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Endang
Saifuddin Anshari mengatakan, “Negara adalah organisasi (organ, badan atau
alat) bangsa untuk mencapai tujuannya.” Oleh karena itu, bagi setiap Muslim
negara adalah alat untuk merealisasikan kedudukannya sebagai hamba Allah dan
mengaktualisasikan fungsinya sebagai khalifah Allah, untuk mencapai
keridhaan Allah, kesejahteraan duniawi dan ukhrawi, serta menjadi rahmat bagi
sesama manusia dan alam lingkungannya.

Secara konseptual di kalangan ilmuwan dan pemikir politik Islam era
klasik, menurut Mumtaz Ahmad dalam bukunya State, Politics, and Islam,
menekankan tiga ciri penting sebuah negara dalam perspektif Islam, yakni
adanya masyarakat Muslim (ummah), hukum Islam (syari’ah), dan
kepemimpinan masyarakat Muslim (khilafah). Prinsip-prinsip negara dalam
Islam tersebut ada yang berupa prinsip-prinsip dasar yang mengacu pada teks-
teks syari’ah yang jelas dan tegas. Selain itu, ada prinsip-prinsip tambahan yang

merupakan kesimpulan dan termasuk ke dalam figh.*

% 1bid, him. 35-36.
% Ibid, hlm. 36.



2. Politik Hukum Pemberantasan Korupsi

Dinegara-negara yang belum berkembang, korupsi mungkin kurang
dikenal. Tetapi, begitu suatu Negara mulai berkembang maka gejala korupsi
mulai tampak. Persepsi mengenai korupsi mulai timbul dengan berkembangnya
Organisasi, Pemerintahan, dan Manejemen. Korupsi memang berkaitan dengan
institusi  sebagai cara penyelenggaraan kehidupan seharihari dengan
menggunakan hukum dan peraturan-peraturan. Makin tinggi perkembangan
suatu institusi, makin tampak gejala korupsinya. Sekalipun gejala korupsi
tersebut dapat dikurangi, dicegah, atau dihapus dengan Organisasi,
Pemerintahan, dan Manajemen. Korupsi berkaitan dengan Pemerintahan Negara
(Public Office). Dilihat dari sudut ini, korupsi adalah penyimpangan dari norma-
norma yang berlaku bagi seorang yang menjabat Pemerintahan negara. Esensi
korupsi terletak disatu pihak pada penggunaan kekuasaan atau wewenang yang
terkandung dalam suatu jabatan, dan dilain pihak terdapatnya unsur perolehan
(gain) atau keuntungan, baik yang berupa uang maupun bukan uang.
Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya
dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib
berdasarkan UUD 1945.%

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, sejahtera
tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan
pemberantasan Tindak Pidana pada umumnya dan Tindak Pidana Korupsi pada
khususnya. Penyelenggara Negara mempunyali peran penting dalam
mewujudkan cita-cita perjuangan Bangsa. Hal ini secara tegas dinyatakan dalam
penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa yang sangat
penting dalam Pemerintahan dan dalam hal hidupnya Negara adalah semangat

para penyelenggara Negara dan Pemimpin Pemerintahan.

40 Nur M Kasim,” Politik Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”,
Jurnal Inovasi, Vol. 5, No. 1, 2018, him. 7.



Tindakan korupsi sederhananya dapat dibedakan dalam dua kategori
yaitu yang bersifat administratif dan yang bersifat struktural. Yang bersifat
administratif adalah korupsi yang dilakukan oleh Pegawai Pemerintah atau
Pejabat Negara dan tidak ada urusan politik. Korupsi yang bersifat administratif
ini dapat dibagi dua lagi yaitu yang sifatnya terpaksa karena kebutuhan
mendesak, dan yang sifatnya tidak terpaksa, yakni bukan disebabkan desakan
kebutuhan tetapi keserakahan. Korupsi yang bersifat struktural merupakan
praktik korupsi yang rumit untuk dideteksi, karena korupsi struktural terkait erat
antara sturktur kekuasan dengan Tindak Pidana Korupsi atau Kolusi. Korupsi
model ini merupakan suatu kerja sama atau persengkongkolan dalam kerja yang
tidak baik.

Korupsi struktural dapat dibagi menjadi dua yaitu Income Corruption
yang bermotifkan materi dan Policy Corruption yang cirinya adalah membuat
peraturan sedemikian rupa untuk melegalisasi korupsi agar legitimated. Untuk
menangkal dan menekan serendah mungkin korupsi di Indonesia, diperlukan
reformasi politik dan birokrasi pemerintahan, ditegakkannya transparansi di
perusahaan-perusahaan. Reformasi dibidang politik dilakukan agar sejauh
mungkin kekuasaan eksekutif dibatasi dan diawasi secara efektif. Badan-badan
pengawasan dan pemeriksaan harus betul-betul independen dan efektif. Usaha
lain untuk menekan serendah mungkin korupsi adalah melalui reformasi
kelembagaan, misalnya lembaga peradilan berikut semua perangkat hukumnya,
selain penataan system dan kelembagaan diperlukan juga keteladanan dari
pimpinan. Keberadan lembaga independent seperti Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi misalnya, tidak akan berarti apa-apa jika tidak didukung
oleh tenaga yang profesional, memiliki integritas pribadi dan moral, komitmen
yang tinggi untuk memerangi korupsi, serta didukung oleh sarana dan dana yang

cukup.*

1 Ibid, him. 9-10.



BAB TIGA
KEWENANGAN PIMPINAN KPK DALAM
PEMBERHENTIAN ANGGOTANYA

A. Eksistensi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi menurut Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) adalah
lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-
Undang ini. Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di ibukota negara
Republik Indonesia dan wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara
Republik Indonesia.

Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri dibentuk dengan latar belakang
bahwa upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang telah dilakukan hingga
sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Lembaga yang menangani
perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam
memberantas tindak pidana korupsi, sehingga pembentukan lembaga seperti
Komisi Pemberantasan Korupsi dapat dianggap penting secara konstitusional
(constitutionally important) dan termasuk lembaga yang fungsinya masuk
kedalam rumpun kekuasaan Eksekutif.

KPK adalah komisi di Indonesia yang dibentuk pada tahun 2003 untuk
mengatasi, menanggulangi dan memberantas korupsi di Indonesia. Adapun
dasar pembentukan KPK adalah terjadinya delegitimasi lembaga Negara yang
telah ada. Dalam rangka mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap
penegakan hukum,maka pemerintah membentuk KPK sebagai sebuah lembaga
Negara baru yang diharapkan dapat mengembalikan citra penegakan hukum di
Indonesia. KPK merupakan lembaga bantu Negara yang dapat disamakan
dengan lembaga Negara lainnya sebagaimana yang tertuang dalam UUD NKRI

tahun 1945 karena sama-sama mempunyai struktur organisasi yang sama dengan
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lembaga Negara, yaitu mempunyai sekjen dan badan Litbang yang dimiliki
lembaga Negara lain seperti Komisi Yudisial yang kedudukannya secara
struktural sederajat dengan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Akan
tetapi, secara fungsional peran dari KPK ini bersifat penunjang terhadap
lembaga kekuasaan kehakiman.*

Salah satu sifat organ negara penunjang (Auxiliary State’s Organ) seperti
Komisi Pemberantasan Korupsi yakni Independen, yang sering disebut dengan
istilah seperti komisi negara indepeden atau lembaga negara independen yang
dsalah satunya adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi negara
independen adalah organ negara (state organs) yang diidealkan independen dan
karenanya berada di luar kekuasaan eksekutif, legislatif maupun yudikatif.
Pengertian dasar dari istilah independen adalah adanya kebebasan,
kemerdekaan, kemandirian, otonom (otonomi), tidak dalam dominasi personal
maupun institusional. Sehingga, ada pelaksanaan kehendak bebas (free will)
yang dapat terwujud tanpa ada pengaruh yang secara signifikan merubah
pendiriannya untuk membuat keputusan atau kebijakan. Oleh karena itu, komisi
negara independen berbeda dengan komisi negara biasa.*

Lembaga KPK merupakan sebuah lembaga independen karena dibentuk
oleh undang-undang khusus, meskipun banyak kasus di beberapa Negara yang
KPK nya independen namun tetap harus bertanggung jawab terhadap presiden
atau kepala pemerintahan, seperti di Negara Singapura dan Hongkong. Adapun
tingkat independensi KPK lebih banyak dinilai oleh:

d. Tersedianya mekanisme yang transparan sehingga dapat menjaga
fungsinya agar tidak bias;
e. Pemilihan pimpinan KPK menggunakan prosedur yang demokratis,

transparan dan objektif;

“2 Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan (Jakarta: FH U1 Press, 2003), him. 36.

43 Bambang Sadono, dkk, “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Sistem
Ketatanegaraan Di Indonesia”, Jurnal USM Law Review Vol 3 No 2 Tahun 2020, him. 269.



f.

Pimpinan KPK yang terpilih dikenal sebagai orang dengan integritas
yang baik.
Sebelum adanya Komisi Pemberantasan Korupsi ini, telah ada beberapa

Komisi lain yang menangani tentang korupsi, diantaranya ialah:

b.

Tim Pemberantas Korupsi yang dibentuk berdasar Keppres Nomor 228
tahun 1967.

Tim Komisi Empat yang dibentuk berdasar Keppres Nomor 12 Tahun
1970, yang kemudian ditahun yang sama diusung nama baru yaitu
Komite Anti Korupsi.

. Tim Operasi Ketertiban (Opstib) yang dibentuk berdasarkan Inpres

Nomor 9 tahun 1977.

Tim Pemberantas Korupsi yang dibentuk lagi pada tahun 1982 meski
Keppres yang mengatur tentang tugas dan wewenang tim ini tidak
pernah diterbitkan.

Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara yang dibentuk

berdasarkan kepres nomor 127 tahun1999.

. Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2000.*
Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 diuraikan

bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri dari:

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang;
b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima)
orang Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:

* Waluyo Bambang, Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Strategi Dan

Optimalisasi), (Sinar Grafika:Jakarta, 2016), him. 87-88.



a. Ketua merangkap anggota; dan
b. Wakil ketua terdiri dari 4 orang, masing-masing merangkap
anggota.
(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan pejabat negara.
(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) bersifat kolektif kolegial.

Adapun susunan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana diatur
dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 terdiri atas Ketua
Komisi Pemberantasan Korupsi dan 4 (empat) orang Wakil Ketua Komisi
Pemberantasan Korupsi, yaitu :

a. Bidang Pencegahan, yang terdiri dari:
1. Subbidang Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara,
2. Subbidang Gratifikasi;
3. Subbidang Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat; dan
4. Subbidang Penelitian dan Pengembangan.
b. Bidang Penindakan, yang terdiri dari:
1. Subbidang Penyelidikan;
2. Subbidang Penyidikan; dan
3. Subbidang Penuntutan.
c. Bidang Informasi dan Data, terdiri dari:
1. Subbidang Pengolahan Informasi dan Data;
2. Subbidang Pembinaan Jaringan Kerja Antarkomisi dan Instansi;
3. Subbidang Monitor.
d. Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, terdiri dari:
1. Subbidang Pengawasan Internal,

2. Subbidang Pengaduan Masyarakat.



Di era reformasi, kelahiran lembaga negara non struktural ini merupakan
refleksi kemenangan dari kekuatan masyarakat dalam mempenetrasikan wilayah
dominasi negara yang beberapa tahun terakhir mengalami pembelengguan atas
keotoriteran pemerintah pada zaman Orde Baru.* Di masa awal Orde Baru,
pemerintah menerbitkan Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1967 tentang
Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi yang mana dalam pelaksanaannya,
tim tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, bahkan bisa
dikatakan hampir tidak berfungsi. Peraturan ini kemudian memicu berbagai
bentuk protes dan demonstrasi mulai tahun 1969 dan puncaknya di tahun 1970
yang kemudian ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas
menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi
untuk mengatasinya. Berikut ini beberapa peraturan yang terbit di masa Orde
Baru berkaitan dengan pemberantasan korupsi:

a. GBHN Tahun 1973 tentang Pembinaan Aparatur yang Berwibawa dan
Bersih dalam Pengelolaan Negara;

b. GBHN Tahun 1978 tentang Kebijakan dan Langkah-Langkah dalam
rangka Penertiban  Aparatur Negara dari Masalah  Korupsi,
Penyalahgunaan Wewenang, Kebocoran dan Pemborosan Kekayaan dan
Kuangan Negara, Pungutan-Pungutan Liar serta Berbagai Bentuk
Penyelewengan Lainnya yang Menghambat Pelaksanaan Pembangunan;

c¢. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi;

d. Keppres No. 52 Tahun 1971 tentang Pelaporan Pajak Para Pejabat dan
PNS;

e. Inpres Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Penertiban;

f.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
Proses pembentukan KPK sendiri, diawali dengan dikeluarkannya TAP

MPR Nomor 11 Tahun 1999 tentang pemerintahan yang bersih dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme (KKN), mengacu pada TAP MPR tersebut, DPR dan

“> Eko Handoyo, Pendidikan Anti Korupsi (Yogyakarta: Ombak Dua 2013), him. 131.



pemerintah membuat UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana
Korupsi, saat pembahasan RUU itulah muncul gagasan dari sebagian anggota
DPR vyang kemudian pemerintah mendirikan lembaga baru untuk
menghilangkan kebiasaan yang sudah mengakar, dan tentunya tidak mudah
untuk melakukan hal tersebut dalam waktu yang singkat sehingga ada banyak
sekali kegagalan serta keberhasilan yang silih berganti yang mana hal tersebut
menjadi saksi perjalanannya dalam menyelesaikan perkara. KPK merupakan
salah satu lembaga ekstra yang ada di Indonesia yang dibentuk di bawah
naungan Undang-Undang yang mempunyai tugas penting dalam menjaga hak-
hak rakyat KPK dalam menjalankan fungsinya tentu tidak mudah mereka harus
mengontrol para pejabat-pejabat dan lembaga-lembaga yang secara setruktural
ada di atas KPK.*

Bersama dengan amandemen UUD NKRI Tahun 1945 dan penghapusan
dwi fungsi ABRI. Pada era ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti
dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, yang kemudian di ubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001. Selanjutnya terbitlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan yang terbaru saat ini
ialah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas
Undang--Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi. Sejak lahirnya Undang-Undang KPK di tahun 2002, KPK
secara hukum sudah ada selama 20 tahun. Kemampuan KPK bertahan ialah
didasarkan pada kekuatan internal KPK itu sendiri, seperti dasar hukumnya yang
jelas, kinerjanya yang patut di apresiasi, serta dukungan eksternal lainnya.*’

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, Pemerintah

Indonesia telah mengeluarkan berbagai kebijakan yang tertuang dalam berbagai

*® Sri Soemantri, Hukum Tata Negara Indonesia (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014),
him. 274,

*" Denny Indrayana, Jangan Bunuh KPK (Sukabumi: Adamsein Media, 2017), him. 41.



peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 43
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan
Korupsi, memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk
melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, sedangkan mengenai
pembentukan, susunan organisasi, tata kerja dan pertanggung jawaban, tugas
dan wewenang serta keanggotaannya diatur dengan Undang-undang.

Adanya keterbatasan SDM Polri juga menjadi salah satu faktor yang
mendorong terbentuknya tim atau Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti
Komisi Anti Korupsi, Operasi Penerbitan, Tim Gabungan Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi, Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara dan
Komisi Pemberantasan Korupsi. Pembentukan tim pemberantasan korupsi
tersebut hingga saat ini belum mampu memberikan hasil yang optimal dalam
pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia. Munculnya Komisi
Pemberantasan Korupsi yang berfungsi melakukan penyidikan, penyelidikan,
dan penuntutan kasus tindak pidana korupsi merupakan respon atas kurang
efektifnya penegakan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat
Kepolisian dan Kejaksaan.*®

8 Isyharyanto, Hukum Lembaga Negara (Surakarta: Fakultas Hukum Universitas
Sebelas Maret, 2015), him. 215.



B. Kewenangan Pimpinan KPK dalam Pemberhentian Anggotanya

Kewenangan pimpinan KPK pada dasarnya merupakan kewenangan
atributif, artinya kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi
atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Sementara Undang-
Undang terbaru tentang KPK, tidak menjabarkan mengenai kewenangan
pimpinan KPK. Namun jika merujuk kepada Undang-Undang lama, yakni Pasal
21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, para pimpinan KPK memiliki
wewenang sebagai penyidik dan penuntut umum. Namun dalam Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019, aturan tersebut dihapus.

Kewenangan pimpinan KPK pada dasarnya merupakan kewenangan
atributif, artinya kewenangan yang melekat dan diberikan kepada suatu institusi
atau pejabat berdasarkan peraturan Perundang-undangan. Sementara Undang-
Undang terbaru tentang KPK, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019
tidak menjabarkan mengenai kewenangan pimpinan KPK. Namun jika merujuk
kepada Undang-Undang lama, yakni Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002, para pimpinan KPK memiliki 2 kewenangan yaitu:

a. Sebagai penyidik, artinya pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang
diberikan wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan.

b. Sebagai penuntut umum, artinya jaksa yang diberi wewenang oleh
undang-undang untuk melakukan = penuntutan dan melaksanakan
penetapan hakim.

Tugas KPK secara umum diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor
19 Tahun 2019 yang mana Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

a. Tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak terjadi Tindak Pidana
Korupsi;

b. Koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan instansi yang bertugas

melaksanakan pelayanan publik;



Monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara;

Supervisi  terhadap instansi yang berwenang melaksanakan
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap Tindak Pidana
Korupsi; dan

Tindakan untuk melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan
yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Selanjutnya, terkait dengan kewenangan KPK diatur dalam Pasal 7

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 sebagai berikut:

1)

()

Dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang:

a. Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta
kekayaan penyelenggara negara;

b. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi;

c. Menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap
jejaring pendidikan;

d. Merencanakan dan melaksanakan program sosialisasi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi;

e. Melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat; dan

f. Melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi.

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

Komisi ~ Pemberantasan ~ Korupsi ~ wajib ~ membuat  laporan

pertanggungjawaban 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada Presiden

Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan

Badan Pemeriksa Keuangan.

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 telah disebutkan

bahwa komposisi dari KPK itu sendiri terdiri dari Dewan Pengawas, Pimpinan

KPK dan Pegawai KPK. Meskipun tidak ada pasal khusus yang menyebutkan



bahwa Pimpinan KPK bertugas sebagai penyidik dan penuntut umum, tetapi
dalam Pasal 6 huruf e dan f, disebutkan bahwa KPK bertugas melakukan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Maka dari itu dapat di
pahami bahwa Pimpinan KPK bertugas sebagai penyidik, penuntut serta
pelaksana eksekusi. Meskipun kewenangan pimpinan KPK tersebut tidak
tercantum secara eksplisit namun tetap berperan sebagai pengendali dan
penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan hukum. Meskipun dalam
undang-undang KPK terbaru tidak disebutkan tugas pimpinan KPK seperti pada
undang-undang KPK yang lama, namun pasal 6 tersebut sudah menegaskan
tugas dari pimpinan KPK itu sendiri yang tergolong dalam komposisi dari
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut pakar hukum pidana Indriyanto Seno Adji, saat ini ada pihak
yang memahami kekeliruan artifisial tentang hilangnya Pasal 21 Ayat 4
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi (KPK) atau UU KPK Lama, yakni Pimpinan KPK adalah
Penyidik dan Penuntut Umum. Eksistensi Pimpinan KPK sebagai Penyidik dan
Penuntut Umum sebaiknya dipahami secara bijak dengan pemahaman yang
seutuhnya, bukan dimaknai secara parsial saja. la memahami bahwa Revisi UU
tersebut adalah facet ant Hukum Pidana dengan Hukum Administrasi Negara
serta Hukum Tata Negara. Maka dari itu, hal tersebut tidak bisa dimaknai secara
artifisial dan parsial saja, melainkan harus dimaknai dengan pemahaman
seutuhnya karena pasal-pasal tersebut saling berkaitan pemaknaannya secara
interdisipliner keilmuan.

Selanjutnya ia juga menegaskan bahwa pada dasarnya pimpinan KPK
adalah pengendali dan penanggung jawab tertinggi atas kebijakan penegakan
hukum dalam lingkup tupoksi di bidang penindakan pemberantasan korupsi.
Begitu pula dengan jabatan Deputi Penindakan, kata Indriyanto, levelitas
penyidik di bawahnya haruslah dimaknai sebagai pelaksana teknis atas

pengendali kebijakan penegakan hukum, dalam lingkup tupoksi di bidang



penindakan pemberantasan korupsi. Lanjutnya, dalam Pasal 21 UU KPK baru,
Komposisi dari KPK adalah Dewan Pengawas, Pimpinan KPK dan Pegawai
KPK. Memang benar bahwa tidak ada pasal yang menyebutkan bahwa Pimpinan
KPK adalah Penyidik dan Penuntut Umum, namun demikian Pasal 6 huruf e dan
f, KPK (salah satu komposisi KPK adalah Pimpinan) bertugas melakukan
penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Sehingga dapat disimpulkan
bahwa Pimpinan KPK adalah penyidik, penuntut serta pelaksana eksekusi. Maka
dari itu, Pimpinan KPK meskipun kewenangannya tidak tercantum secara
eksplisit namun tetap berperan sebagai pengendali dan penanggung jawab
tertinggi atas kebijakan penegakan hukum.*®

Walaupun memiliki independensi dan kebebasan dalam melaksanakan
tugas dan kewenangannya, namun Komisi Pemberantasan Korupsi tetap
bergantung kepada cabang kekuasaan lain dalam hal yang berkaitan dengan
keorganisasian. Pasal 30 Undang-undang No 19 Tahun 2019 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menentukan bahwa pimpinan Komisi
Pemberantasa Korupsi yang terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua, yang
semuanya merangkap sebagai anggota, dipilih oleh DPR berdasarkan calon
anggota yang diusulkan oleh Presiden.

Segala hal yang berkaitan dengan hubungan kedudukan antara Komisi
Pemberantasan Korupsi dengan lembaga-lembaga negara lain selalu mengacu
kepada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hal tersebut tidak
dibentuk secara khusus. Tugas dan kewenangan yang serupa dengan lembaga
kejaksaan membuat Komisi Pemberantasan Korupsi terkesan lebih dekat dengan
cabang kekuasaan eksekutif dibandingkan dengan cabang kekuasaan legislatif
maupun yudikatif. Aturan-aturan tertulis yang digunakan Komisi Pemberantasan
Korupsi.

“9 https://nasional.okezone.com/read/2020/01/29/337/2160264/uu-kpk-baru-pimpinan-
kpk-tetap-penyidik-dan-penuntut-umum diakses pada 05 Juni 2022, pukul 15.25 WIB.
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Sejak revisi undang-undang KPK disahkan oleh DPR pada 17 September
2019, kecaman keras datang dari berbagai elemen masyarakat. Salah satu kunci
keberhasilan KPK dalam menjalankan tugasnya adalah posisinya yan bersifat
independen. Hal ini tidak dapat dibantah karena dalam posisi ini KPK dapat
bergerak bebas menindak siapa saja yang melakukan tindak pidana korupsi
karena tidak adanya keterikatan dengan pihak manapun. Akan tetapi, pada
tanggal 3 Mei 2021, digelar rangkaian pelaksanaan tes mengenai pengalihan
status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN). Para pegawai KPK
dihadapkan dengan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang beberapa soal
didalamnya terkesan tendensius. Al hasil sebanyak 75 orang pegawai KPK
terjaring dan dinyatakan tidak lulus dari 1.351 orang yang mengikuti tes
tersebut.

Sehubungan dengan kasus yang terjadi pada 2021 silam terkait dengan
pemberhentian anggota KPK oleh pimpinannya secara hukum bukan merupakan
kewenangan dari pimpinan KPK. Urusan kepegawaian di KPK memiliki aturan
yang lebih khusus, yaitu menganut asas lex specialis derogat legi generali
(aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum).
Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan
Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai
Aparatur Sipil Negara menjelaskan adanya 5 tahapan pengalihan pegawai, yaitu:

a. Melakukan penyesuaian jabatan-jabatan pada Komisi Pemberantasan

Korupsi saat ini menjadi jabatan-jabatan ASN sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan;

b. Melakukan identifikasi jenis dan jumlah pegawai Komisi

Pemberantasaan Korupsi saat ini;

c. Memetakan kesesuaian kualifikasi dan kompetensi serta pengalaman

Pegawai Komisi Pemberantasaan Korupsi dengan jabatan ASN yang

akan diduduki;



d. Melakukan pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasaan
Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 rnenjadi PNS atau PPPK
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

e. Melakukan penetapan kelas jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Adapun Pelaksanaan pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan
Korupsi menjadi Pegawai ASN, dalam Pasal 4 ayat (2) PP Nomor 41 Tahun
2020 dilakukan dengan memperhatikan struktur organisasi dan tata kerja Komisi
Pemberantasan Korupsi. Adapun kasus pemecatan anggota KPK oleh
pimpinannya yang terjadi pada tahun 2021 tidak sesuai dengan prosedur yang
ada. Seharusnya pemberhentian anggota KPK bukan kewenangan pimpinan
KPK, tetapi kewenangan dari presiden, karena dalam Pasal 25 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengatur bahwa
Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan merupakan pemegang
kekuasaan tertinggi dalam kebijakan, pembinaan profesi, dan Manajemen ASN.

Pemecatan yang dilakukan tersebut juga bertentangan dengan putusan
MK Nomor 70/PUU-XVI11/2019 yang menyatakan bahwa seluruh proses alih
status tidak boleh merugikan KPK. Kabarnya, Presiden Joko Widodo pun
meminta TWK tersebut tak menjadi dasar untuk memberhentikan 75 pegawai
KPK. Jokowi juga mengingatkan hasil putusan Mahkamah Konstitusi
bahwasanya peralihan menjadi ASN' ‘tak- merugikan hak pegawai KPK itu
sendiri. Namun, KPK setelah rapat bersama Kemenpan-RB dan BKN
memutuskan 51 pegawai KPK yang tak lolos TWK sudah tak bisa dibina dan
berada di lembaga antikorupsi. Sementara 24 pegawai akan dibina lewat

pendidikan dan pelatihan bela negara serta wawasan kebangsaan.>

S%https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210527200916-12-647648/pakar-
pemecatan-51-pegawai-kpk-tak-bisa-pakai-uu-asn diakses pada 23 Juni 2022, pukul 14.30 WIB.
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C. Kronologi Pemberhentian Anggota KPK oleh Pimpinannya

Sebanyak 57 orang pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang
gagal dalam Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dipecat dengan hormat pada 30
September 2021 silam. Adapun kronologi Pemecatan 57 orang Pegawai KPK
berawal dari usulan TWK sebagai asesmen peralihan pegawai KPK menjadi
ASN, hal tersebut tercetus dari Ketua KPK yaitu Firli Bahuri pada tanggal 5
Januari 2021. Terlegitimasi dalam Perkom 1/2021 tentang Tata Cara Pengalihan
Pegawai KPK Menjadi ASN. Setelah proses asesmen TWK berlangsung, KPK
menerbitkan SK Pimpinan KPK Nomor 652/2021 tentang hasil asesmen TWK
yang mana hasilnya 75 orang pegawai dinyatakan tidak lulus. Dalam konferensi
pers 25 Mei 2021, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan bahaw
ada 24 orang pegawai dari total 75 orang akan dibina lagi untuk menjadi ASN.
Sementara sisanya yang 51 orang pegawai tetap dinyatakan tidak lulus karena
dianggap tidak setia terhadap Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.>*

Dari 51 pegawai yang tidak lulus tersebut terdapat sejumlah nama
penyelidik dan penyidik yang menangani kasus-kasus top korupsi di Indonesia.
Seperti Kasatgas Penyelidik KPK Harun Al Rasyid, penyidik senior KPK Novel
Baswedan, hingga Ketua WP KPK Yudi Purnomo, yang mana mereka keberatan
sehingga melaporkan kasus tersebut ke Komnas HAM, Ombudsman RI bahkan
menggugat ke Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi atas dugaan
ketidakadilan dalam asesmen  TWK. Namun hasilnya Ombudsman RI
menyatakan ada mal administrasi di dalam prosesnya. Sementara Mahkamah
Konstitusi dan Mahkamah Agung sepakat bahwa TWK sesuai dengan amanat
konstitusi. Namun demikian, MA meminta Presiden Joko Widodo yang
mengambil sikap atas polemik tersebut sebab para pihak yang tidak lulus tes
TWK menganggap bahwa perbuatan pimpinan KPK tersebut sudah sewenang-
wenang dan melanggar hukum. Dari 24 pegawai yang dibina ulang oleh KPK, 6

I https://www.medcom.id/nasional/hukum/ZkeE me5k-ini-kronologi-pembahasan-
pemecatan-57-pegawai-kpk diakses pada 17 Juni 2022, pukul 18.00 WIB.
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pegawai di antaranya tidak lulus. Sehingga total pegawai KPK gagal menjadi
ASN sebanyak 57 pegawai. Pada 29 September 2021, bertambah satu penyidik
muda KPK yang diberhentikan dan total pegawai yang gagal menjadi ASN
karena tidak lulus tes TWK menjadi 58 orang.>®

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi KPK, Giri Suprapdiono
mengungkapkan bagaimana ia dan 75 pegawai KPK lainnya yang masuk dalam
radar orang berbahaya untuk kelompok tertentu diatur untuk tidak diloloskan
saat tes wawasan kebangsaan. Awal mulanya, nama-nama yang tidak lolos
TWK saat ini sebenarnya sudah diatur sebelumnya, yakni dirancang untuk tidak
lolos TWK. Tak lain mereka yang dimaksud adalah deretan nama pegawai yang
dipandang berbahaya atau masuk dalam radar berbahaya bagi pihak tertentu.
Bahkan berdasarkan informasi yang ia dapatkan, sudah ada 2 orang pimpinan
yang mengonfirmasi keberadaan daftar nama pegawai sebelum tes dilakukan,
ungkap Giri Suprapdiono dalam acara Aiman, seperti dikutip Kompas.com dari
Kompas TV yang tayang pada Senin (31/5/2021) malam.

la menduga ada ruangan tertentu yang sengaja disiapkan untuk orang-
orang yang masuk daftar nama berbahaya saat pelaksanan TWK. Ruangan
tersebut diduga dikhususkan untuk menjadi tempat tes bagi pegawai KPK yang
telah masuk daftar untuk tidak diloloskan saat TWK, yang tak lain adalah orang-
orang yang masuk daftar orang berbahaya. Sejumlah kejanggalan pun muncul
selama proses pelaksanaan TWK yang dilakukan Giri. la mencurigai 75 pegawai
yang tidak lolos TWK melakukan ujian dari beberapa tempat atau ruangan yang
sama. Kecurigaan pengaturan 75 pegawai yang masuk radar berbahaya dibuat
tidak lolos TWK tersebut semakin kuat kala Giri mendapatkan perlakuan yang
sedikit berbeda dibandingkan pegawai KPK lainnya.

Giri mengaku diwawancari oleh 2 asesor, sementara pegawai KPK

lainnya hanya diperiksa oleh 1 orang. Bahkan, para asesor yang mewawancarai
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Giri kala itu tidak memperkenalkan diri. la mengatakan sampai para asesor
tersebut mengetahui informasi detail mengenai rumah saya di kampung halaman
daerah Ponorogo. la semakin heran dan curiga saat asesor mengetahui nama-
nama lokasi sekitar rumah di kampung halamannya yang sebenarnya hanya
diketahui oleh warga setempat. Ketika diwawancara ia menunggu hampir 2 jam
di ruangan itu. Padahal, pewawancara ada, ruangan sudah kosong. Kemudian
diwawancara lebih dari 1 jam, yang lain diwawancarai 1 orang sedangkan ia
diwawancarai oleh 2 orang. Sementara itu, saat dimintai konfirmasi ihwal
keberadaan ruang tertentu yang diduga sengaja dipersiapkan, juru Bicara KPK
Ali Fikri. mengaku bahwa semua pelaksanaan TWK bukan dari KPK.
Penyelenggara TWK bagi pegawai KPK adalah Badan Kepegawaian Negara
(BKN) yang bekerjasama dengan beberapa instansi terkait. Termasuk untuk
materi dan teknis pelaksanaan TWK, yang melaksanakannya bukan KPK.
Penyelenggara TWK adalah BKN yang bekerjasama dengan beberapa instansi

terkait.>®

D. Pemberhentian Anggota KPK Oleh Pimpinan Dalam Tinjauan Siyasah
Al-ldariyah

Kepemimpinan dalam Islam merupakan sebuah konsep interaksi, relasi,
proses otoritas, kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik
secara horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori manajemen, fungsi
pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (planning and decision
maker), pengorganisasian (organization), kepemimpinan dan motivasi (leading
and motivation), pengawasan(controlling), dan lain lain.>* Dalam hukum Islam,
yang menjadi Kriteria seorang pemimpin atau imam diantaranya ialah beragama

Islam, laki-laki, Mukallaf, berilmu, adil, mampu dalam memimpin dan selamat
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pancaindranya serta anggota badannya. Dalam hal terjadinya pemberhentian
anggota KPK oleh pimpinannya ini merujuk kepada kewajiban seorang
pemimpin, salah satunya ialah mampu bersikap adil dalam pekerjaannya. Adil
dapat diartikan bahwa ketika seseorang menjadi pemimpinm maka ia mampu
bersikap sama rata tanpa membeda-bedakan baik itu suku, ras, golongan, dan
sebagainya. Selain itu ia juga lebih mengedepankan kepentingan golongan dari
pada kepentingan pribadi. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat
Al-Ahzab ayat 72:

Lelan s ke B8aG1 LALaad 1 i Juall oY)y el e Y)W e Gl
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Artinya: “Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi
dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan
mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat
itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. ”

Selain itu, di dalam surat Al-Maidah ayat 8 Allah SWT juga
mengingatkan pentingnya seorang pemimpin yang adil. Adapun ayat yang

dimaksud tersebut ialah sebagai berikut:
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Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak
keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah
kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil.
Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah

’

kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.’



Adapun kasus pemberhentian atau pemecatan yang terjadi terhadap
beberapa anggota KPK oleh pimpinan KPK pada dasarnya telah menyalahi asas
adilnya seorang pemimpin. Artinya ia tidak amanah dalam melakukan
pekerjaannya dan hal tersebut bertentangan dengan hakikat seorang pemimpin
dalam hukum Islam serta akan mendapatkan balasan di akhirat kelak. Sikap
tidak amanahnya seseorang pemimpin tidak dapat dihakimi di dunia, karena
Allah SWT merupakan hakim yang seadil-adilnya, dan ia akan di adili di akhirat
kelak sebab hal tersebut merupakan hubungan seorang hamba dengan Tuhannya
(hambluminallah). Rasulullah SAW bersabda:
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Artinya: “lebih utamanya manusia di sisi Allah derajatnya di hari kiamat itu
seorang pemimpin yang adil yang lemah lembut (memiliki kasih sayang). Dan
seburuk-buruk hamba di sisi Allah derajatnya di hari kiamat yaitu pemimpin

vang zalim yang kasar.” (HR Thabarani).

Selain itu, dalam Islam juga profesionalitas kerja juga sangat di junjung
tinggi sehingga Islam menuntut setiap umat manusia agar dapat bersikap
professional dalam bekerja serta dapat bekerja sesuai dengan bidang
kemampuannya agar tidak terjadi penyalah gunaan kewenangan dan dapat
berlaku dengan seadil-adilnya. Karena pada dasarnya memang ada lembaga
khusus vyaitu seperti Badan Kepegawaian Negara yang mana fokus pada
pengurusan segala kasus dibidang kepegawaian termasuk permasalahan
pemecatan pegawai, baik itu pegawai instansi KPK maupun instansi lainnya.
Kemudian yang memegang kendali semua urusan tetap pimpinan tertinggi yaitu
pimpinan Negara (presiden). Sehingga kewenangan penuh berada di tangan
presiden, setelah itu baru boleh di berikan surat keputusan oleh pimpinan

lembaga yang bersangkutan.



BAB EMPAT
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka
dapat di tarik beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 disebutkan bahwa KPK
memiliki kewenangan sebagai penyidik dan penuntut umum yang bertugas
melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan eksekusi. Kasus
pemecatan anggota KPK oleh pimpinannya yang terjadi pada tahun 2021
terkait dengan pemberhentian anggota KPK yang bukan kewenangan dari
pimpinan KPK, melainkan kewenangan dari presiden. Meskipun undang-
undang KPK telah mengatur kewenangan dari KPK namun yang salah
bukanlah pemimpin KPK nya melainkan ketentuan-ketentuan dalam
undang-undang tersebut yang masih keliru sehingga perlu direvisi kembali
Pemecatan yang dilakukan tersebut juga bertentangan dengan putusan MK
Nomor 70/PUU-XVI11/2019 yang menyatakan bahwa seluruh proses alih
status tidak boleh merugikan KPK..

2. Konsep kepemimpinan dalam Islam khususnya menurut siyasah al-
idariyah merupakan sebuah konsep interaksi, relasi, proses otoritas,
kegiatan mempengaruhi, mengarahkan dan mengkoordinasi baik secara
horizontal maupun vertikal. Kemudian, dalam teori manajemen, fungsi
pemimpin sebagai perencana dan pengambil keputusan (planning and
decision maker), pengorganisasian (organization), kepemimpinan dan
motivasi (leading and motivation), pengawasan(controlling), dan lain lain.
Adapun kasus pemberhentian atau pemecatan yang terjadi terhadap
beberapa anggota KPK oleh pimpinan KPK pada dasarnya telah
menyalahi asas adilnya seorang pemimpin. Artinya ia tidak amanah dalam
melakukan pekerjaannya dan hal tersebut bertentangan dengan hakikat
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seorang pemimpin dalam hukum Islam yakni mampu bersikap adil dan

profesionalitas terhadap kewenangan dan tugasnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil uraian skripsi yang telah dipaparkan, maka dapat
diambil beberapa saran yang kemudian hari diharapkan dapat bermanfaat bagi
pembaca. Adapun saran-saran tersebut adalah:

1. Kepada pimpinan KPK agar melaksanakan tugas dan kewenangan sesuai
yang telah di atur dalam undang-undang dan harus mampu berlaku adil
terhadap semua anggota KPK tanpa membeda-bedakan.

2. Kepada pemerintah agar lebih tegas dalam menangani kasus-kasus
pimpinan lembaga yang menyalahi kewenangannya agar tidak ada lagi

pemimpin-pemimpin lembaga yang bertindak secara sewenang-wenang.
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Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut

Pasal 3
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga
negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang
dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
bersifat independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun.

Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 5
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Komisi
Pemberantasan Korupsi berasaskan pada:
a. kepastian hukum;

b. keterbukaan;

c. akuntabilitas;

d. kepentingan umum;

e. proporsionalitas; dan

f. penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 6

Komisi Pemberantasan Korupsi bertugas melakukan:

a. tindakan-tindakan pencegahan sehingga tidak
terjadi Tindak Pidana Korupsi;

b. koordinasi dengan instansi yang berwenang
melaksanakan Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi dan instansi yang bertugas
melaksanakan pelayanan publik;

c. monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan
negara;
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f. menyusun kode etik pimpinan dan Pegawai
Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ketentuan Pasal 19 ayat (2) dihapus, schingga Pasal
19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19
(1) Komisi Pemberantasan Korupsi berkedudukan di
ibukota negara Republik Indonesia dan wilayah
kerjanya meliputi  seluruh wilayah negara
Republik Indonesia.
(2) Dihapus.

Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut:

Pasal 21

(1) Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas:

a. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima)
orang;

b. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi
yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi; dan

c. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

(2) Susunan Pimpinan Komisi Pemberantasan
Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b terdini dari:

a. ketua merangkap anggota; dan

b. wakil ketua terdiri dari 4 (empat) orang,
masing-masing merangkap anggota.

(3) Pimpinan Komisi Pemberantasan  Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pejabat negara.

(4) Pimpinan Komisi Pemberantasan  Korupsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat
kolektif kolegial.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 17 Oktober 2019

PLT. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ted
TJAHJO KUMOLO
Undang-Undang ini dinyatakan sah berdasarkan ketentuan

Pasal 20 ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945,
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